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BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BULELENG

cnimbang

Mengingzat

DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

: 'a. bahwa bardasarkan ketentuan Pasal 20 ayat‘(S), Pasal 22 ayat (1)

dan ayat (2) Perattran Menteri Daliin Negeri Nomor 12 Tehun 2017
tentang Pedoman Pembzntukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dacrah, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Keduduken, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan
Tata Kerja Satuan Pendidikan Noformal Sanggar Kegiatan Belajar
Kabupaien Buleleng;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Dacreh Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat 1 Bali,
Nusa Tenpgara Barat dan Nusu Tenggara Timur (Lembaran Negara
Repuciik indouesiz Tahun 1958 Womor 122, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

- Undang-Undang Nomor 20 Tahunn 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasionzal (Lembaran INegara Republik Indonesiz Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahen

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambtrhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagoimana ‘2ich diubzh beberapa kali, terakhic dengan Undeng-
Undang Nomor @ Tehun 2015 tentang Perubzhan Kedua Atas Undang-
Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacr_nh
(Lembarar, Negara  Republik'» Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inddnesia Nemor 5679);

. Peraturan Pemerintch Nomor 18 Tshun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tzhun 2016
Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016

tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan
Pendidikar Nonformal Sejenis;
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6. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Keniznterian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453

Tahun 2016 :emang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal
Sanggar Keminton Belujar;

~]

- Peraturan Miziien Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 lentang
Pedoman Pembentukun darn Klasifikasi Cabang Dibas dan Unit
Pelaksana Tekzis  Daerah, (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2017 Neoiar 133); .

8, Pereturan Dacrah Xebupaten Buleleng Nomor 13 Tehun 2016 tentang
Pembentukan <z Susvrap Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabdupaten Bulciezz Tahun 2916 Nomer 13);

9. Pemturan Bupati Buielsng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Desrah
(Berita Daerah Kebupaten Buleleng Tehun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN ¢

Menetapkan:  PERATURAN BUPAT! TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISAS!, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA

T TTTTSSATUAN  PENDIDIXAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KABUPATEN 8ULELENG,

BAB [
AETENTUAN UMUM
Pasal |
Daiam Peraturen 5 ini, yang dimaksud dengan ;
1. Daerahadalan o 1 Katupaten Buleleny,
2. Femetinieh Dacra’y aduiah Pemerintan Kabupaten Bulsleng.
3. Bupau adalah Bupai Buleleny,
A Sexcetasis Daereh adalah Szkretaris Daerah Kebupaten Buleleng
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemude dan Olah Raga Kabupaten
Buleleng, .
6. Xépala Dinas acalah tedala Diuns Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Buleleng
7. Satuan Pendidikan Nynfornal Sanggar Kegiaten Belajar yacg selar’uinya
disingkat SPMNF-SKB adalzsh UPTD yang berada dibawsh Dinas
Pendidikan, Peniuda din Clah Rega Kabupaten Buleleng,
8. Kenala adalah Kepala SPNF-SKB Kabupaten Buleleng
9

. Pendidikan Anak Usiz Dini vang sclanjutnya disingkat PAUD adalah

 Program Pendidikan vang ditujukan kepada anek sejak lahir sampai
“dengan usiz 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rchani agar znzk memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.

. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut DIKMAS adalah

Pendidikan Nonformal yurg diselenggarakan oleh masyarakat.
I:
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BAB 1L
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dergar Peraturan Bupati i, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungst dan Taia Kerja SPNF-SKB Kabupaten Buleleng.

BAB [11
KEDUDUKAN
Facal 3

(1) SPINF-SKB, seoaga:mana dimaksud dalem Pasal 2 adalah berada

dibawah Dinas Pzadidikan, Pemuda dan Olan Raga,

(2) SPNF SKB, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

\ i

bertanggungjawab  kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Oiah Rega.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Susunan Cigunisasi SPNF SX3 erdiri dari : %
a. Kepala,

b. Sub Bagian Tatausaha;
c. KelompoX ‘zbaten Fundsional:

Buzgan Struiivr, Susunan Organisasi dan Tata Kerja SPNF-SKB,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan begian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAD WV
TUGAS DAN FUNGS!T

Pasal 5

(1) SPNF-SKZ mempunvel tugas untuk menyeleaggarakan program,
membenkan barwen tekais  dan pengabdien kepada masvarakat
dibidang PAUD Zaa Dikmas;

(2) Untuk melaksunakanjegasaya, SPNF-SKB memiliki fungsi

]
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pembentuk rombengan belajar program PAUD dan Dikmes;

penyelenggare pemoelajaran program PAUD dan Dikmas:

pembimbing program PAUD dan Dikmas;

pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;

penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;

penyelenggara program percontohan pregram PAUD dan Dikmas;

. penyelenggara desa binzan PAUD dan Dikmes;

. pelaksanaan kerjesama dengan orang ftua peseria didik dan
masyarakat; dan

i. pelaksanaan administrasi SPNF-SKB.
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BAB V]
URAIAN TUGAS
Pasal 6

(1) Kepala SPNF-SKB, mempunyai tugas can fungsj -

- a.

o e

. s Tl e
cmizlaksanska

MEMIMmpin, merencanakan, mengatur, melaksenakar dan
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal dilingkungan
SPNF-5:3,;

. merumusken, meogtapkan dan mengembangkan visi SPNF-SKB;

merumuskan, menztapkan dan mengembangkan misi SPNF-SKB;
merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan SPNF-SKB;
menyusun rencena werja jengka menengah yang menggambarkan
tyjuan yang seharusnya dicapai dalam rengka mendukung
peningkaten mutu fulusan SPNE-SKB: '

menyusun rencang  Kerja tahunan varg dinyatakan delam rencana
kegiatan dan angzaran SPNF-SYB berdasarkan rencena kerja jangkn
menecngali;

. menyusun - rencena program  dan jadwal pelaksanaan kegiatan

SPNF-SKB par semesier dan tahunan;

. melaksanakan pengemmbangan  organisasi, pengelolaan perubahan

SPNF-SKB sesual  dengan kebutuhan — menuju organisasi
pembelajeran yvang efektif :
melaksanzkan  pengelolaan  pendidik  dan tenaga kependidikan
SPNF:SKB; ;

melaksanaxan pengelolaan sarana dan presarana SPNF-SKB;

- melaksanuxan pengelolean peserta didik dalam rangka pencrimaan

pesena didik baru sera pensmpatan dan pengembangan kapasitas

ioksonekan pongzlolaan pengembanpan  kurikulum dan
Zeglatan pombelajaran sesual dengan arah dan tujuan pendidikan
nasional;

sroram percontohan dan bimbingan program PAUD
dan Dikeras di masyvarakar

. melaksarakan progrom desa binaan PAUD dan Dikmas;
o mielaksanakan  pengabdian masyarakat  yang terkait dengan

program PAUD dan Dikmas;

. melaksanakan pengelolasn keuangan SPNF-KB secuai dengan aturan

yang berlaku dan prinsip pengelolaan kevangan yang skuntabel,
transparan dan efesien;

- melaksanakan pangcloladn kelatausahaan SPNF-SKB:

melaksanakan  pengelolaan  sistem  informasi bagi peningkatan
pembzlajaran dan mznajesnen SPNE-SKB;

. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik

‘dan masyarakat dan dawan pendidiken,
melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporken pelaksanaan
kegiatan dan tugasnya kepada atasan;

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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(2) Kepala Sub Bagiun Tatausehs, mempunyai tugas dan fungsi :

o

{3
13

. mcleksanakan nonitering,

. melaksanakan  urusan  edministrasi - kurikulum, peserta  didik,

segeznwaian, keuangan, sarana dan praserana, hubungan masyarakat,
-ersuraten dan pengarsipan;

penyizpan bahan peayusunan  program Kerja

LUK penyusunan rencana, program  dan angearan
SENT-SEB;

. mciaksenakan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran,

dun perianggungiawaban anggaran SPNT-SKB;

. melaksznakan urusan kepegawaiun, pengembangan dan pengelolaan

cata dan infornasi pegawai dilingkungan SPNF-SKB:
melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang,
belunju modal dan pembayaran lainnya; '

- meleksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

Kependidikan;

cmelazsenakan keassma  di bidang  pengembangan  dan |

pemberdavaan pendidik dan tenapa kependidikan:

hsenukan  urusan  pengelolaan  persuratan, perpustakaan,
kearsipen, publikasi dan dokumentasi dilingkungan SPNE-SKB;
mmelaksenakan  peryusunan  rencana kebunthan,  p=ngadaan,
penerimaun,  inventarisusi,  penyiinpanan, penghapusan " dan
cendistribusian barang  milik  Negara/Daerah dilingkungan
SPNF-SKB; '

e

. melaxsanakan urusan  keamanan, ketertiban, kebersihan dan

&eindahan dilingkungan SPNF-SKB:

melaksanakan  pengaturan penggunnan sarana  den prasarana
dilingkungan SPNF-SKE;

melalesanzkan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen SPNF-SKB;

- anelaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik

dan musyarakat;

evaluasi dan melaporkan peleksanaan
Repiatan dan wugasnya kepada atasan,

inelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

) Keiompek Jebaen Fungsional ssbegaimena dimeksed dalam Pasal 4

ayat (13 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu
. dalam menuniang tugas dan fungsi SPNF-SKB scsuai dengan bidang
keahlian dan ketentuan perundang-undangan.

.

(47 Jumlzh, jerjang dan jenis jabatan fungsional dilinhkungan SPNF-SKB
ditctapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan, kemampuan kcuangan daerah
serta keleniuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
TATA KERJA
Pasal 7

(1) Xepain SPNF-SKB, dalam pelaksanazn tugasnya berade dibawah dan
Pemangpungiawab  kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
‘Qlal Raga;

(2) 'Repela Sub Bagien Tatausaha dalam pelaksenaan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia SPNF-SKB ;

.(Bj Relompok Jabatan  Fungsional dalam pelaksanzan  tugasnya berada

+ idibawah dan benanggunpjawab kepada Kepala SPNF-SKB melalui
Kepela Sub Bagian Tatausaha:

[}

(4) Kepala SPNF-SKB, Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Kelompok
Jebman Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronjsus: dan kesjasaica, baik intemal maupun cksternal sesuai
denpan tugas can fungsinya masing-masing,

(3) Kepela SPNF-SKB, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal
dinngicungannya;

TTU6) Kefala  SPNF-SKB. berianggungjawab  memimpin, mengawasi

. mengikoordinasiken serta memberikan peagarahan dan petunjuk bagi
peizesanacn tugas bawahnnnya;

(7) Kepaia SPNF-SKB, daiam pelaksanaan tugasnya melakukay pembinaan
. 9an pznpawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;

{8) Hepala Sub Bagian Tatausaha dan Kelompok Jabatan Fungsional,
welib mengizun dan mematuhi petunjuk yang dibzrikan oleh Kepala

SENT-8KB
BAB VI
J&BATAN =
Pasal 8
(1Y Kepzin SPNE-SEB adalsh merupakan jabaten fungsional pamong

bolafir
Delafl

(2) Kepala Su> Bagian Tatausaha adalah merupakan jabatan Fungsional.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal §

Kepala SPNF-SKB, Kepala Sub Bagian Tatausaha dun Kelompok Jabatan
Fungsional, diisi olsh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat masukan dan pertimbdngan dari
ch‘ala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,
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BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 10

SPNF-SEZ2  dalam melaksanakan operasional pembiayzannya bersumber

a urun Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten);
b. Angeaza Pendapaten dan Belacja Daerah (APBD Provinsi)
¢. Anggeren Peadapatan dan Belanja Negara (APBN);
d

Bantuen pihek lain den masyarakat yang tidak mengikat dan sali;

BAB XI
RKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada sant Pervemon Bupati ind mulag berlakn, maka Peratoran Bupati
Buleleay Nomor 21 Taben 2008, tentang Pembentukan, Susunan Orgawsasi
dan Tawr Xerla Uni Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupater Buleleng dizabut dan dinyatakan tidak berlaku,

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Basal 12

Peraturan Supall inj mulai berlaku pada tangpal diundangkan.

Agur sslap orang mengeichuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati 1ni dengan perempatannya dalam Berita Daerah Kebupaten Buleleng.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya _ Ditetapkan di Singaraja
Kepala Bagian Hukum L padaEnggai, 13 4wl 09 e
21 S aetT S
7
_BAGUS GEDE BERATA, SH.MH ==

RIP. 19630218 198503 1 011

Diurdangkan ¢i Singaraja

pada tanggal, 1 3 juli 2a1e o

_S_EK%\IARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

* DEWAKETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KEBUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 3
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